Menimbang

Mengingat

WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2012
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MAGELANG,

bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi
kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit
organisas, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan
sisalebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam
tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2012;

. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu membentuk Peraturan

Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2012;

. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945;

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah

Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa
Barat;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pgak Bumi dan Bangunan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

Bersh dan Bebas dari Korupsi, Kolus dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Magelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribus
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gagji Pegawal
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Belas Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 32);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang K edudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
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Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informas
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minima (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan  Daerah  Kepada  Pemerintah, Laporan  Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisas Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntans
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
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Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan,
dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang
(Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan,
Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun
2008 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan,
Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota
Magelang Tahun 2008 Nomor 4);

. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan,

Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Prgja (Lembaran Daerah
Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan,
Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran
Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009
Nomor 3);

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2010
Nomor 9);

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Dana Cadangan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Magelang
Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 15);

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 16);

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa
Umum (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 17);

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribus Jasa
Usaha (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 18);

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi
Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 19);

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota
Magelang Tahun 2012 Nomor 3);

. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2012 tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor
7);
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45. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyertaan
Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa
Tengah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
dan
WALIKOTA MAGELANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2012.
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 semula berjumlah
Rp.575.811.064.000,- bertambah sgjumlah Rp.72.590.064.000,- sehingga menjadi
Rp.648.401.128.000,- dengan rincian sebagai berikut :

(1) Pendapatan Daerah

a. Semula Rp. 530.014.293.000,-
b. Bertambah Rp. 43.559.747.000.-
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 573.574.040.000,-
(2) BelanjaDagerah
a Semula Rp. 569.826.085.000,-
b. Bertambah Rp. 72.206.043.000,-
Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 642.032.128.000,-
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan Rp. (68.458.088.000,-)

(3) Pembiayaan Daerah
a. Penerimaan

1) Semula Rp. 45.796.771.000,-

2) Bertambah Rp. 29.030.317.000,-

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 74.827.088.000,-
b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 5.978.000.000,-

2) Bertambah Rp. 391.000.000,-

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp.  6.369.000.000,-
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp. 68.458.088.000,-
Sisalebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 0,-

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
a. Pendapatan adli daerah

1) Semula Rp. 63.085.389.000,-

2) Bertambah Rp. 19.371.999.000,-

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 82.457.388.000,-
b. Dana perimbangan

1) Semula Rp. 395.112.663.000,-

2) Bertambah Rp. 1.197.850.000,-

Jumlah dana perimbangan setelah perubahan Rp. 396.310.513.000,-



c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
1) Semula Rp. 71.816.241.000,-
2) Bertambah Rp. 22.989.898.000,-
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp. 94.806.139.000,-

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aterdiri dari jenis pendapatan:
a. Pagak daerah

1) Semula Rp.  7.894.508.000,-

2) Bertambah Rp. 569.748.000,-

Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp. 8.464.256.000,-
b. Retribus daerah

1) Semula Rp. 4.680.844.000,-

2) Bertambah Rp.  2.148.891.000.-

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 6.829.735.000,-
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp. 4.292.662.000,-

2) Bertambah Rp. 263.903.000,-

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp. 4.556.565.000,-

setelah perubahan
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula Rp. 46.217.375.000,-

2) Bertambah Rp. 16.389.457.000,-

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rp. 62.606.832.000,-

setelah perubahan

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
a. Danabagi hasil

1) Semula Rp. 25.946.660.000,-

2) Bertambah Rp. 1.197.850.000,-

Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan Rp. 27.144.510.000,-
b. DanaAlokasi Umum

1) Semula Rp. 348.498.193.000,-

2) Bertambah Rp. 0.-

Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan Rp. 348.498.193.000,-
c. DanaAlokas Khusus

1) Semula Rp. 20.667.810.000,-

2) Bertambah Rp. 0,-

Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan Rp. 20.667.810.000,-

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ terdiri dari jenis

pendapatan:
a. Hibah

1) Semula Rp. -

2) Bertambah Rp. -

Jumlah hibah setelah perubahan Rp. -
b. Danadarurat

1) Semula Rp. -

2) Bertambah Rp. -

Jumlah dana darurat setelah perubahan Rp. -



C.

Danabagi hasil pajak

1) Semula Rp. 10.885.877.000,-

2) Bertambah RD.

9.192.128.000,-

Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan

Dana penyesuaian dan otonomi khusus

1) Semula Rp. 34.041.765.000,-

2) Bertambah Rp. 12.497.770.000,-
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus

setel ah perubahan

Bantuan keuangan dari provins atau dari pemerintah daerah lainnya
1) Semula Rp. 26.888.599.000,-

2) Bertambah Rp. 1.300.000.000,-

Jumlah bantuan keuangan dari propins atau

dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a

Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp. 296.516.442.000,-
2) Bertambah Rp. 32.937.326.000,-

Jumlah belanjatidak langsung setelah perubahan

Belanja Langsung

1) Semula Rp. 273.309.643.000,-

2) Bertambah Rp. 39.268.717.000,-

Jumlah belanjalangsung setelah perubahan

Rp. 20.078.005.000,-

Rp. 46.539.535.000,-

Rp. 28.188.599.000,-

Rp. 329.453.768.000,-

Rp. 312.578.360.000,-

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf aterdiri dari jenis belanja

a

Belanja pegawai

1) Semula Rp. 288.906.692.000,-
2) Bertambah Rp. 19.484.657.000,-
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan

Belanjabunga

1) Semula Rp. -
2) Bertambah Rp. -

Jumlah belanja bunga setel ah perubahan

Belanja subsidi

1) Semula Rp. -
2) Bertambah Rp. -
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan

Belanja hibah

1) Semula Rp. 4.414.000.000,-
2) Bertambah Rp. 2.230.607.000,-
Jumlah belanja hibah setelah perubahan

Belanja bantuan sosial

1) Semula Rp. 195.750.000,-
2) Bertambah Rp. 952.632.000,-

Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan

Rp. 308.391.349.000,-

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

6.644.607.000,-

1.148.382.000,-



f. Belanjabagi hasil

1) Semula Rp. -

2) Bertambah Rp. -

Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp. -
g. Belanjabantuan keuangan

1) Semula Rp. 500.000.000,-

2) Bertambah Rp. 0,-

Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp. 500.000.000,-
h. Belanjatidak terduga

1) Semula Rp. 2.500.000.000,-

2) Bertambah Rp. 10.269.430.000,-

Jumlah belanjatidak terduga setelah perubahan Rp. 12.769.430.000,-

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
a. Bedanjapegawai

1) Semula Rp. 34.614.870.000,-

2) Bertambah Rp. 8.007.874.000,-

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 42.622.744.000,-
b. Belanjabarang dan jasa

1) Semula Rp. 115.177.800.000,-

2) Bertambah Rp. 21.625.683.000,-

Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp. 136.803.483.000,-
c. Belanjamodal

1) Semula Rp. 123.516.973.000,-

2) Bertambah Rp. 9.635.160.000,-

Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp. 133.152.133.000,-

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
a. Penerimaan

1) Semula Rp. 45.796.771.000,-

2) Bertambah Rp. 29.030.317.000,-

Jumlah penerimaan setel ah perubahan Rp. 74.827.088.000,-
b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 5.978.000.000,-

2) Bertambah Rp 391.000.000,-

Jumlah pengeluaran setel ah perubahan Rp. 6.369.000.000,-

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aterdiri dari jenis pembiayaan:
a. SisalLebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)

1) Semula Rp. 44.938.771.000,-
2) Bertambah Rp. 29.199.317.000,-
Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya Rp. 74.138.088.000,-
setel ah perubahan
b. Pencairan dana cadangan
1) Semula Rp. -
2) Bertambah Rp. -

Jumlah pencairan dana cadangan setel ah perubahan Rp. -
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c. Hasll penjuaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp. -

2) Bertambah Rp. -

Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp. -

setelah perubahan
d. Penerimaan pinjaman daerah

1) Semula Rp. -

2) Bertambah Rp. -

Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan Rp. -
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman

1) Semula Rp. -

2) Bertambah Rp. -

Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman Rp. -

setel ah perubahan
f. Penerimaan piutang daerah

1) Semula Rp. -

2) Bertambah Rp. -

Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan Rp. -
g. Penerimaan danabergulir

1) Semula Rp. 395.000.000,-

2) Berkurang Rp. (150.000.000,-)

Jumlah penerimaan dana bergulir setelah perubahan Rp. 245.000.000,-
h. Penerimaan hasil penarikan

1) Semula Rp. 463.000.000,-

2) Berkurang Rp. (19.000.000,-)

Jumlah penerimaan hasil penarikan setelah perubahan Rp 444.000.000,-

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
a. Pembentukan dana cadangan

1) Semula Rp.  3.000.000.000,-
2) Bertambah Rp. 0,-
Jumlah pembentukan dana cadangan setel ah perubahan Rp. 3.000.000.000,-
b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah
1) Semula Rp.  2.978.000.000,-
2) Bertambah Rp. 391.000.000,-
Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah Rp. 3.369.000.000,-
setelah perubahan
c. Pembayaran pokok utang
1) Semula Rp. -
2) Bertambah Rp. -
Jumlah pembayaran pokok utang yang jatuh tempo Rp. -
setelah perubahan
d. Pemberian pinjaman daerah
1) Semula Rp. -
2) Bertambah Rp. -
Jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah Rp. -

setelah perubahan
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e. Pemberian danabergulir

1) Semula Rp. -

2) Bertambah Rp. -

Jumlah pemberian dana bergulir setelah perubahan Rp. -
Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini, terdiri dari:

1.
2.

3.

N o

Lampiran | Ringkasan Perubahan APBD;

Lampiran Il Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan
Organisasi SKPD;

Lampiran Il Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD,
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi

SKPD, Program dan Kegiatan;

Lampiran V Rekapitulas Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan
Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan
Negara;

Lampiran VI  Daftar Perubahan Jumlah Pegawal Per Golongan dan Per Jabatan;

Lampiran VIl Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan
dan Dianggarkan Kembali Tahun Anggaran Ini;

Lampiran VIl  Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

(1) Daam keadaan darurat pemerintah daerah dapat melakukan belanja / pengeluaran yang belum

)

3)

(4)

©)

(6)

tersedia anggarannya dalam APBD.

Daam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya APBD, pemerintah daerah dapat
melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan
dalam Laporan Redisasi Anggaran (LRA). Belanja / pengeluaran sebagaimana tersebut dalam
pasal ini termasuk belanja untuk keperluan mendesak.

K eadaan darurat sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

a.  bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan tidak dapat
diprediksikan sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. beradadi luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang
disebabkan oleh keadaan darurat.

Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagai mana dimaksud pada ayat (1)
dapat menggunakan belanjatidak terduga.

Daam hal belanjatidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:

a.  menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan
lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan / atau

b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.

Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:

a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam
tahun anggaran berjalan; dan

b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih
besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
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(7) Pelaksanaan belanja / pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagal |landasan operasional pel aksanaan APBD.

Pasal 8
Peraturan Daerah ini mulal berlaku padatanggal diundangkan.
Agar setigp orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah K ota Magelang.
Ditetapkan di Magelang
padatanggal 6 November 2012

WALIKOTA MAGELANG

ttd

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
padatangga 6 November 2012

SEKRETARIS DAERAH
KOTA MAGELANG

ttd

SUGIHARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2012 NOMOR 9



